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Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:  
1) Dampak Perubahan iklim akan terus kita rasakan dan akan meningkat di masa 

mendatang dengan variasi dampak tergantung kondisi lokalitas. Wilayah pesisir dan 

laut adalah yang paling tinggi dampaknya sehingga mengancam produktivitas sektor 

kelautan dan perikanan di Indonesia. 

2) Dampak bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan menimbulkan 

kerentanan sosial-ekonomi yang terus meningkat akibat terganggunya mata 

pencaharian dan meningkatkan tingkat kemiskinan. 

3) Tata kelola sumberdaya pesisir belum optimal dan pengelolaan yang belum 
terintegrasi meningkatkan kerentanan di wilayah pesisir. 

4) Diperlukan kebijakan dan strategi adaptasi dan pengelolaan pesisir yang integratif, 

inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. 

 

Ringkasan 

Policy brief ini membahas dampak perubahan iklim terhadap pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan di Indonesia serta implikasinya bagi ketahanan ekologi dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. Perubahan iklim yang ditandai oleh kenaikan permukaan 

laut, degradasi ekosistem pesisir, dan peningkatan risiko bencana telah mengancam 

produktivitas perikanan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi strategis melalui pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan ekosistem karbon biru, seperti mangrove dan lamun, yang 

berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. Policy brief ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan tata kelola 

pesisir yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan atas pengelolaan ekosistem laut, serta 

peningkatan peran masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi untuk mendukung 

ketahanan sektor kelautan dan perikanan di masa depan.  

Kata kunci: ekosistem karbon biru, ketahanan pesisir, perubahan iklim 
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Pendahuluan 

Perubahan iklim merupakan isu global yang 
dampaknya semakin dirasakan oleh berbagai 
negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara 
kepulauan dengan karakteristik geografis yang 
didominasi oleh wilayah pesisir dan laut, Indonesia 
memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap 
dampak perubahan iklim. Fenomena ini ditandai 
dengan meningkatnya kejadian kenaikan muka air 
laut (sea level rise) yang memicu abrasi pantai, 
banjir rob, serta degradasi ekosistem pesisir dan 
laut. Dampak tersebut pada akhirnya berimplikasi 
terhadap penurunan produktivitas sektor perikanan 
serta ancaman terhadap ketahanan pangan 
nasional. 

Lebih lanjut, perubahan iklim tidak hanya 
berdampak secara ekologis, tetapi juga 
menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang 
signifikan, terutama bagi masyarakat pesisir yang 
bergantung pada sumber daya kelautan. Gangguan 
terhadap mata pencaharian meningkatkan 
kerentanan ekonomi dan berpotensi memperluas 
kemiskinan. Studi oleh Badan Riset dan Inovasi 
Indonesia (BRIN) (2023) menunjukkan bahwa 
sebanyak 199 kabupaten/kota pesisir di Indonesia 
berada dalam kondisi terancam dampak perubahan 
iklim, dengan 40 kabupaten/kota memiliki indeks 
kerentanan pesisir yang sangat tinggi. Kondisi ini 
mengindikasikan risiko kehilangan tempat tinggal 
akibat kenaikan muka air laut. Selain itu, perubahan 
iklim juga meningkatkan frekuensi dan intensitas 
bencana hidrometeorologis, seperti banjir bandang, 
tanah longsor, dan curah hujan ekstrem, yang 
semakin memperburuk kerentanan wilayah pesisir.  

Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai 
negara dengan potensi kelautan dan perikanan yang 
besar perlu merespons tantangan ini melalui 
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 
yang terintegrasi dan berkelanjutan. Indonesia 
memiliki kekayaan ekosistem pesisir yang sangat 
signifikan. Pertama, Indonesia menyimpan sekitar 
35% terumbu karang dunia dan merupakan bagian 
dari kawasan Coral Triangle, khususnya di wilayah 
Indonesia bagian timur. Kedua, Indonesia memiliki 
padang lamun terluas di dunia dengan estimasi luas 
antara 8.385 hingga 18.344 km², serta 12 dari sekitar 
58 spesies lamun dunia ditemukan di perairan 
Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki ekosistem 
mangrove terluas di dunia, dengan luas mencapai 
sekitar 3,36 juta hektare atau sekitar 21% dari total 
mangrove global (KLHK, 2022). Ketiga ekosistem 

tersebut memiliki fungsi ekologis yang krusial 
sekaligus menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan 
budaya masyarakat pesisir. 

Namun demikian, besarnya potensi tersebut 
belum sepenuhnya mampu dioptimalkan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data 
menunjukkan bahwa sekitar 40 juta jiwa (±20% 
populasi Indonesia) bermukim di sekitar 4.735 desa 
pesisir (Yusuf et al., 2024). Sementara itu, dilansir 
dari ANTARA News (2023) bahwa data tahun 2022 
dari Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa 
jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 
17,74 juta jiwa (10,32%), dengan sekitar 3,9 juta jiwa 
tergolong miskin ekstrem. Bahkan, pada tahun 
2023, tingkat kemiskinan di wilayah pesisir (11,02%) 
masih lebih tinggi dibandingkan wilayah non-pesisir 
(8,67%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor 
kelautan dan perikanan, yang seharusnya menjadi 
tulang punggung ekonomi maritim (ekonomi biru), 
belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

Merespons kondisi tersebut, diperlukan 
pendekatan yang tidak hanya berbasis sektoral, 
tetapi juga lintas disiplin (transdisipliner) dalam 
pengelolaan sumber daya kelautan. Laut dan 
seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya 
perlu dikelola secara berkelanjutan, terutama dalam 
menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin 
masif dan diperparah oleh aktivitas antropogenik. 

Secara ekonomi, sektor kelautan Indonesia 
memiliki potensi yang sangat besar, dengan estimasi 
nilai mencapai $1334 miliar atau setara dengan 
Rp19.371 triliun (Badan Riset dan Sumber Daya 
Manusia, 2021). Selain itu, sektor ini berpotensi 
menciptakan hingga 45 juta lapangan kerja. Wilayah 
pesisir Indonesia juga memiliki posisi strategis 
sebagai produsen (exporter) sekaligus simpul 
transportasi laut di kawasan Asia Pasifik. Potensi ini 
didukung oleh berbagai sumber daya, antara lain: (a) 
sektor pertambangan dengan sekitar 60% cekungan 
minyak berada di wilayah pesisir; (b) sektor 
perikanan dengan potensi produksi mencapai 9,3 
juta ton per tahun yang tersebar di 11 Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP); (c) pariwisata bahari 
dengan sedikitnya 21 lokasi unggulan berkelas 
dunia; serta (d) keanekaragaman hayati laut (marine 
biodiversity) yang tinggi sebagai basis 
pengembangan ekowisata (ecotourism). 
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Pembahasan 

Menelisik lebih jauh, dalam beberapa tahun 
terakhir konsep blue carbon ecosystem (ekosistem 
karbon biru) semakin mendapat perhatian dalam 
diskursus ilmiah dan kebijakan global. Ekosistem 
pesisir dan laut, seperti lamun, mangrove, dan 
estuari, memiliki kemampuan alami dalam 
menyerap (sequestration) dan menyimpan karbon 
dalam jumlah signifikan. Fungsi ini menjadikan 
ekosistem karbon biru sebagai komponen penting 
dalam mitigasi emisi gas rumah kaca di atmosfer 
melalui proses penyerapan karbon. 

Ekosistem mangrove dan lamun saat ini 
semakin dioptimalkan sebagai cadangan karbon 
biru (CKB). Di tengah meningkatnya intensitas 
perubahan iklim, ekosistem karbon biru 
menawarkan potensi strategis dalam penyerapan 
karbon yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena 
itu, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu 
dirancang secara terintegrasi dalam kerangka 
pembangunan kelautan dan perikanan 
berkelanjutan. Adapun 17 wilayah yang termasuk 
dalam Rencana Pola Ruang (RPP) RTRWN 2025–
2045 sebagai kawasan strategis nasional tertentu 
(KSNT) cadangan karbon biru adalah sebagai 
berikut: 

1. Kotabaru dan Perairan di Sekitarnya 
2. Kepulauan Derawan 
3. Bombana dan Perairan di Sekitarnya 
4. Pesisir Selatan Pohuwato dan Perairan di 

Sekitarnya 
5. Kwandang dan dan Perairan di Sekitarnya 

6. Kepulauan Tanimbar 
7. Kepulauan Aru 
8. Kepulauan Guraici 
9. Lingga 
10. Pulau Menui dan Perairan di Sekitarnya 
11. Bontang dan Perairan di Sekitarnya 
12. Pulau Sapudi dan Pulau Kangean 
13. Tual dan Perairan di Sekitarnya 
14. Kepulauan Batu dan Perairan di Sekitarnya 
15. Pulau Subi dan Perairan di Sekitarnya 
16. Toli-Toli dan Perairan di Sekitarnya 
17. Pulau Supiori 

Indonesia sebagai negara dengan luasan 
ekosistem karbon biru terbesar di dunia yang 
mencakupi ekosistem mangrove sekitar 17% dari 
luasan mangrove di dunia dan ekosistem lamun 
merupakan 21,6% total mangrove dunia. Ekosistem 
lamun di Indonesia yang diperkirakan seluas 2 juta 
ha merupakan potensi sumberdaya perairan yang 
sangat besar namun terus mengalami berbagai 
tekanan disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
perubahan iklim (climate change) dan gangguan 
aktivitas antropogenik lokal seperti kegiatan 
pembangunan yang tidak terkontrol. 

 Menyikapi hal tersebut, berbagai studi bukan 
hanya latar bidang kelautan dan perikanan tetapi 
lebih kompleks lintas keilmuan (transdisiplin 
keilmuan) sehingga memandang laut dan berbagai 
kekayaaan yang terkandung di dalamnya perlu terus 
digali potensinya untuk kepentingan bangsa salah 
satunya melalui pengembangan ekosistem karbon 
biru  (Gambar 1). 

 
Gambar 1  Sebaran Ekosistem Karbon Biru di Indonesia

 

Sumber: 

Mangrove 
- Peta Mengrove Nasional, 2021 

Lamun 
- BRIN, 2021 

Skala 

1:18.000.00 
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Pendayagunaan ekosistem karbon biru di 
Indonesia penting untuk dikaji karena fungsi 
ekologis dari ekosistem tersebut memiliki peran 
yang penting untuk pesisir dan lautan juga sebagai 
upaya mitigasi bencana akibat aktivitas manusia dan 
perubahan iklim, sekaligus sebagai ekosistem yang 
dapat menjadi opsi adaptasi terutama dalam 
perlindungan pesisir. Pengelolaan ekosistem karbon 
biru yang berkelanjutan menjadi hal yang mendesak 
untuk dilakukan di tengah ancaman degradasi 
ekosistem lamun di Indonesia yang semakin 
meningkat. Sebagai contoh, saat ini ekosistem 
lamun mengalami berbagai ancaman degradasi 
akibat kegiatan pengerukan dan penimbunan 
(reklamasi), pencemaran air, wasting disease, 
tingginya laju sedimentasi, kegiatan penambatan 
perahu, dan kegiatan budidaya laut. Degradasi dan 
hilangnya lamun di suatu tempat tidak hanya 
berakibat buruk terhadap biota-biota laut, tetapi 
juga berisiko terjadinya pengikisan pantai oleh 
gerusan ombak dan arus laut yang semakin 
meningkat. 

Luasan dan potensi ekologis padang lamun 
terus mengalami penurunan hingga 30-60% yang 
disebabkan oleh berbagai aspek, seperti industri 
dan padatnya penduduk yang bermukim di kawasan 
pesisir (Chrismanola et al., 2024). Fenomena 
perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut akan 
meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan 
bahaya dari laut (Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), 2023). Masalah ini 
diperparah oleh munculnya badai tropis, siklon, 
serta banjir dan erosi monsun yang lebih sering dan 
berkepanjangan (Datta & Kairy, 2024) yang 
menimbulkan ancaman yang makin signifikan 
terhadap keamanan ekologi pesisir dan 
infrastruktur ekonomi (Datta & Kairy, 2024). 
Meningkatnya permukaan air laut, gelombang 
badai, erosi pantai, dan intrusi air asin mengancam 
petani dan nelayan pesisir (Luo et al., 2025; Tol, 
2024). 

Rekomendasi 

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 
harus dilakukan secara terpadu dan inklusif, yakni 
harus mengintegrasikan pertimbangan aspek 
ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan, dan 
harus melibatkan seluruh pihak. Saat ini kajian 
pengelolaan ekosistem lamun masih terbatas pada 
isu ekologi dan ekonomi padahal isu sosial dan 
kelembagaan juga berperan penting pada 

pengelolaan ekosistem lamun. Masyarakat adat dan 
komunitas lokal memiliki peran kunci pada 
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya ekosistem lamun 
akan memberikan manfaat signifikan terhadap 
aktivitas masyarakat di wilayah ekosistem laut. 
Ekosistem laut dapat menjadi sumberdaya pangan, 
penyediaan lapangan kerja dan penyediaan aktivitas 
pariwisata yang dapat menambah penghasilan 
rumah tangga masyarakat pesisir. 

Melalui penetapan lokasi KSNT cadangan 
karbon biru tersebut diharapkan dapat mendorong 
upaya pelestarian ekosistem laut sebagai langkah 
pengelolaan yang efektif melalui konservasi 
sekaligus mendorong tata kelola perdagangan 
karbon (carbon trading) sehingga memberikan 
dampak bagi sistem perekonomian masyarakat lokal 
di wilayah pesisir dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi bangsa. 

Kesimpulan 

Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan 
perikanan di Indonesia menunjukkan komitmen 
terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut 
berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan 
ekonomi biru dan penetapan kawasan cadangan 
karbon biru. Namun, strategi implementasi 
kebijakan yang berjalan saat ini masih menghadapi 
berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya 
integrasi kebijakan lintas sektor, lemahnya 
koordinasi kelembagaan, serta dominannya 
pendekatan ekologis yang belum sepenuhnya 
mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan 
kelembagaan masyarakat pesisir. Selain itu, 
pengelolaan ekosistem pesisir masih cenderung 
bersifat sektoral dan belum berbasis pada 
penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap 
perubahan iklim. 

Pendekatan kebijakan yang ada juga belum 
sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural 
seperti kemiskinan masyarakat pesisir, degradasi 
ekosistem karbon biru, dan rendahnya partisipasi 
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya 
laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang 
diterapkan masih belum efektif dalam mendorong 
ketahanan sektor kelautan dan perikanan secara 
berkelanjutan. 

Berdasarkan hal itu, diperlukan penguatan 
tata kelola pesisir yang lebih integratif, inklusif dan 
adaptif melalui integrasi upaya mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan dan 
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perencanaan pembangunan kelautan, peningkatan 
koordinasi antar lembaga, penguatan peran 
masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta 
pengembangan kebijakan berbasis ekosistem dan 
harus berdasar bukti ilmiah (scientific based). 
Reformulasi kebijakan yang menekankan 
keseimbangan antara keberlanjutan ekologis dan 
kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir 
menjadi langkah strategis untuk memastikan 
pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang 
tangguh dan berkelanjutan di masa depan. 
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